
 

 
GUBERNUR SUMATERA BARAT 

 

PERATURAN GUBERNUR SUMATERA BARAT 

NOMOR 9 TAHUN 2019 

TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR SUMATERA BARAT                         

NOMOR 111 TAHUN 2017 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA 

UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI                       

PROVINSI SUMATERA BARAT 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

GUBERNUR SUMATERA BARAT, 

 
Menimbang :  a. bahwa pembentukan organisasi dan tata kerja unit pelaksana 

teknis daerah pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 

Provinsi Sumatera Barat telah ditetapkan dengan Peraturan 

Gubernur Nomor 111 Tahun 2017; 

b. bahwa dalam rangka sinkronisasi dan optimalisasi 

pelaksanaan program kegiatan antara Dinas Tenaga Kerja dan 

Transmigrasi Provinsi Sumatera Barat dengan UPTD 

Keselamatan dan Kesehatan Kerja, perlu dilakukan perubahan 

terhadap beberapa tugas pokok dan fungsi pada UPTD 

Keselamatan dan Kesehatan Kerja; 

   c.   bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan 

Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur 

Sumatera Barat Nomor 111 Tahun 2017 tentang 

Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana 

Teknis Daerah Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi 

Sumatera Barat; 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan 

Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang 

Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera 

Barat, Jambi, dan Riau Sebagai Undang-Undang (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

1646);  



2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5494);  

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, 

terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 

tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 

Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi 

Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5601); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 

Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5887); 

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 

tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas 

dan Unit Pelaksana Teknis Daerah; 

7. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan 

dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat 

(Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016 

Nomor 8), Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera 

Barat Nomor 128); 

8. Peraturan Gubernur Nomor 78 Tahun 2016 tentang 

Kedudukan, Susunan Organisasi dan Fungsi serta Tata Kerja 

Dinas Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali 

terakhir dengan Peraturan Gubernur Nomor 43 Tahun 2018 

tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Gubernur Nomor 78 

Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan 

Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah; 

9. Peraturan Gubernur Nomor 111 Tahun 2017 tentang 

Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana 



Teknis Daerah Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi  Provinsi 

Sumatera Barat; 

MEMUTUSKAN : 

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS 

PERATURAN GUBERNUR SUMATERA BARAT NOMOR 111 TAHUN 

2017 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA 

UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH DINAS TENAGA KERJA DAN 

TRANSMIGRASI PROVINSI SUMATERA BARAT. 

Pasal I 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Sumatera Barat 

Nomor 111 Tahun 2017 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata 

Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Dinas Tenaga Kerja dan 

Transmigrasi Provinsi Sumatera Barat (Berita Daerah Provinsi 

Sumatera Barat Tahun 2017 Nomor 111), diubah sebagai berikut : 

1. Ketentuan ayat (2) Pasal 9 diubah, sehingga Pasal 9 berbunyi 

sebagai berikut : 

Pasal 9 

(1) Seksi Pelayanan Teknis mempunyai tugas merencanakan, 

menyelenggarakan, mengadministrasikan dan mengevaluasi 

pelaksanaan pengujian lingkungan kerja dan pemeriksaan 

kesehatan kerja perusahaan. 

(2) Uraian tugas Seksi Pelayanan Teknis meliputi : 

a. membuat program kerja kegiatan pemeriksaan kesehatan 

kerja dan pengujian lingkungan kerja; 

b. merencanakan kegiatan pemeriksaan dan pengujian K3;  

c. mengevaluasi pelaksanaan pemeriksaan kesehatan 

Tenaga Kerja dan Pengujian lingkungan kerja sesuai 

dengan sumber dana yang tersedia; 

d. mengkoordinir persiapan pelaksanaan pemeriksaan 

kesehatan tenaga kerja dan pengujian lingkungan kerja; 

e. memberikan laporan hasil pemeriksaan kesehatan tenaga 

kerja dan pengujian lingkungan kerja; 

f. menjalin hubungan kerjasama dengan pihak ketiga/ 

perusahan sehubungan dengan pemeriksaan kesehatan 

tenaga kerja dan pengujian lingkungan kerja; 



g. menghimpun informasi persediaan bahan untuk 

pelaksanaan pemeriksaan kesehatan kerja dan pengujian 

lingkungan kerja; 

h. mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan pemeriksaan 

spirometri, audiometric, cholinnesterase dalam serum 

darah, HB darah, urine, virus mata, kelelahan dan 

kesegaran jasmani serta getaran tubuh pada tenaga 

kerja di perusahaan dan kegiatan pengujian lingkungan 

kerja, pengujian gas uap, pengujian debu total, 

pengujian kebisingan, pengujian iklim kerja, pengujian 

pencahayaan serta getaran diperusahaan; 

i. membimbing lapangan mahasiswa magang untuk 

memberikan bimbingan teknis tentang pelayanan 

pemeriksaan K3 dan pengujian lingkungan kerja; dan 

j. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh 

pimpinan. 

2. Ketentuan ayat (2) Pasal 10 diubah, sehingga Pasal 10 berbunyi 

sebagai berikut : 

Pasal 10 

(1) Seksi Promosi dan Pelatihan mempunyai tugas 

merencanakan, menyelenggarakan, mengadministrasikan 

dan mengevaluasi pelaksanaan Promosi dan Pelatihan 

pemeriksaan kesehatan kerja dan pengujian lingkungan 

kerja. 

(2) Uraian tugas Seksi Promosi dan Pelatihan meliputi : 

a. menyusun rencana dan melaksanakan program kegiatan 

seksi; 
 

b. melaksanakan penyebarluasan informasi, promosi dan 

kerjasama di bidang kesehatan kerja; 

c. melaksanakan pengembangan SDM di bidang 

keselamatan dan kesehatan kerja; 

d. menyelenggarakan pengkajian pengembangan SDM dan 

menyebarluaskan informasi, promosi dan kerjasama di 

bidang Keselamatan dan kesehatan kerja; 
 

e. menyusun laporan dan mempertanggung jawabkan 

pelaksanaan program kegiatan; dan 



f.   melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh 

pimpinan. 

 

Pasal II 

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal 

diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan  Peraturan  Gubernur ini dengan 

penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Barat. 

 

Ditetapkan di Padang 

pada tanggal 22 Maret 2019 

GUBERNUR SUMATERA BARAT, 

 

           Ttd 

 

IRWAN PRAYITNO 

 

 Diundangkan di Padang 

 pada tanggal 22 Maret 2019 

       SEKRETARIS DAERAH 

 PROVINSI SUMATERA BARAT, 

     

                          Ttd 

 

          ALWIS 

 

      BERITA DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2019 NOMOR 9 

 
 

  
 

 
 
 


